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 Abstract: This study aims to analyze the position of electronic documents 
as evidence in civil procedural law in Indonesia. The problems of the study 
are, First, the position of electronic documents as evidence in the system of 
proof of civil law in Indonesia. Second, the strength of proof of electronic 
documents as evidence in the evidentiary law in Indonesia. The research 
method used is. The research method uses normative juridical research 
methods. The results showed that electronic documents as evidence when 
connected with civil procedural law as formal law have not been explicitly 
regulated. The regulation of electronic evidence that exists to date is only 
in the level of material law, including the Law on Information and 
Electronic Transactions. In the current judicial practice the strength of 
electronic evidence is still ordinary, it cannot stand alone in meeting the 
minimum evidence, therefore it must be assisted by one of the other pieces 
of evidence, which is supported by expert witness statements.. 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan 
dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata 
di Indonesia. Permasalahan kajian adalah, Pertama, kedudukan 
dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian 
hukum perdata di Indonesia. Kedua kekuatan pembuktian dokumen 
elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah. Metode penelitian 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti bila 
dihubungkan dengan hukum acara perdata sebagai hukum formal 
belum diatur secara eksplisit. Pengaturan bukti elektronik yang ada 
sampai saat ini baru dalam tataran hukum materil saja, antara lain 
Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada praktek 
peradilan saat ini kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih 
sebagai alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam 
mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus 
dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu didukung 
dengan keterangan saksi ahli.  
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PENDAHULUAN  
Perkembangan dewasa ini, adanya budaya baru masyakat yang dibentuk oleh internet, 
dimana hubungan antara masyarakat tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial 
negara (borderless). Internet hadir dengan berbagai fasilitas dan program yang beragam, 
seperti pesan/dokumen elektronik (e-mail), chatting, video teleconfrence, dan berbagai 
situs website(www). Dimana fasilitas-fasilitas tersebut sangat memungkinkan adanya 
komunikasi secara global tanpa mengenal batas negara. Selain itu, Internet membawa 
dunia memasuki babak baru yang lebih popular dengan istilah digital economic atau 
dikenal dengan perekonomian digital, dalam sektor bisnis misalnya, pemanfaatan 
sistem informasi akan sangat membantu dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan, 
agar suatu perusahaan dapat bersaing, maka suatu perusahaan harus melakukan 
transformasi pondasi internalnya secara terstruktur, yaitu dengan mengembangkan 
strategi e-business. Salah satu aspek aktifitas tersebut dalam hal bertransaksi 
menggunakan media internet dikenal dengan istilah e-commerce, yang dimana e-
commerce ini menggunakan fasilitas teknologi perbankan berupa e-banking (perbankan 
elektronik). 
Derasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis elektronik 
diberbagai bidang termasuk pada bidang bisnis ini ternyata belum diikuti dengan 
perkembangan hukum yang dapat mengikuti kecepatan kemajuan teknologi komunikasi 
dan informasi (Sidik, 2013). Oleh karena itu diperlukan kehadiran hukum yang dapat 
menyelesaikan permasalahan/sengketa yang terjadi di dunia maya. 
Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan dibidang komunikasi dan 
informasi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, tidak hanya harus ditunjang 
oleh perangkat hukum materil saja (cyber law), tetapi juga harus didukung oleh 
perangkat hukum formal, dalam hal ini Hukum Acara Perdata, yang merupakan sarana 
untuk melaksanakan hukum materil (Fakhriah, 2015). 
Terjadinya berbagai perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kebutuhan 
masyarakat dan perkembangan hukum, mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia (Adhayanto, 2015). Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata 
yang berlaku, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata. Dalam penyelesaian 
perkara di Pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk 
membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, 
atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggungat untuk mengajukan 
gugatan ke Pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar 
untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. 
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik sebagai hukum yang sifatnya materil ini mengatur bahwa 
informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat 
bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum 
acara yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam dalam Pasal 164 HIR (283 RGB) DAN 
1903 BW, dikenal 5 (Lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan dipersidangan 
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dalam hal ini acara perdata, yaitu: Alat bukti tertulis (surat), Alat bukti saksi, Alat bukti 
persangkaan, Alat bukti pengakuan, dan Alat bukti sumpah (Isma, & Koyimatun, 2014). 
Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk 
memperoleh kepastian mengenai kebanaransuatu peristiwa yang menjadi sengketa, 
yaitu pemeriksaan setmpat (descente) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan 
keterangan ahli/saksi ahli (expertise) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. 
Pemeriksaan alat bukti yang menggunakan teknologi pertama kali pada kasus 
persidangan perdata yaitu perkara yang dialami Prita Mulyasari terdakwa kasus 
pencemaran nama baik melalui email (surat elektronik) terhadap manajemen RS Omni 
Internasional (Rachman, 2010). Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan 
atas RS. Omni. Putusan perdata menyatakan Prita Mulyasari terbukti telah melakukan 
suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan RS. Omni. Bahwa hakim memutuskan 
Prita Mulyasari membayar kerugian materiil sebesar Rp161 juta sebagai pengganti uang 
klarifikasi di koran nasional dan Rp100 juta untuk kerugian immateriil. Dari kasus Prita 
tersebut yang perlu mendapatkan pemahaman yang benar adalah tentang alat-alat bukti 
yang dapat digunakan dalam proses pembuktian yang digunakan oleh penggugat, dan 
pertimbangan hakim atas alat bukti yang dijadikan dasar dalam memutus perkara Prita 
Mulyasari, hal tersebut dikarenakan masih banyak perbedaan pendapat yang 
disampaikan oleh para ahli hukum tentang keabsahan alat bukti elektronik itu sendiri. 
Hal-hal tersebut dikarenakan alat bukti elektronik merupakan hal yang baru di 
masyarakat sehingga banyak pendapat yang berbeda dalam menyingkapi keberadaan 
bukti elektronik. 
Indonesia sangat memerlukan adanya pembaharuan hukum acara sebagai hukum formil 
dengan fungsi untuk menerapkan hukum materil sebagai bentuk kepastian hukum 
ditengah masyarakat (Wantu, 2013). Hal ini mengingat semakin pesatnya 
perkembangan dan pembaharuan hukum materil dengan banyaknya peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk secara parsial sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat tanpa mmelakukan pembaharuan didalam hukum formil (Nuriani, 2019). 
Yang dimana bahwa alat bukti elektronik hanya diatur secara parsial didalam undang-
undang dan belum terkodifikasi, sehingga hal ini memberikan pertanyaan mengenai 
kedudukan bukti elektronik didalam hukum acara perdata secara nasional. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan kajian adalah, Pertama, 
Bagaimanakah kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem 
pembuktian hukum perdata di Indonesia?  Kedua, Bagaimanakah kekuatan pembuktian 
dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia? 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum (legal research) yang akan dilakukan yaitu penelitian yuridis normatif. 
Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif 
(legal research) (Zaini, 2013). pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis 
berbagai kaidah dan pengaturan mengenai hukum dokumen elektronik sebagai alat 
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bukti. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang 
lebih luas terhadap kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum 
acara perdata di Indonesia serta hal-hal yang berlaitan mengenai alat-alat bukti. 
Jenis dan sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian, yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif 
artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Selain itu 
ada bahan hukum tersier yang sifatnya memberikan petunjuk. 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang 
diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara normatif 
kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 
 
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara 
Perdata 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 di Indonesia, 
Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah HIR (Stb. 1848 No. 16 jo Stb. 1941 No. 44) 
untuk wilayah Jawa dan Madura; serta RBg (Stb. 1927 No. 227) untuk wilayah luar Jawa 
dan Madura; Rv. (Stb. 1847 No. 52 jo. Stb. 1849 No. 63) ditambah dengan berbagai 
peraturan tentang acara perdata lainnya, sehingga terjadi pluralisme hukum. 
HIR dan RBg merupakan bagian dari tata hukum Hindia Belanda karena merupakan 
produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang. Bangsa 
Indonesia sejak merdeka sampai saat ini belum membentuk hukum acara perdata yang 
baru sebagai pembaruan atas hukum acara perdata yang sekarang berlaku yaitu 
HIR/RBg, meskipun demikian upaya untuk membentuknya sudah lama dilakukan, 
terbukti dengan sudah dimilikinya rancangan undang-undang tentang Hukum Acara 
Perdata yang sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. 
Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat yang disertai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan telekomunikasi, timbul pula bermacam alat bukti dalam 
hubungan hukum keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata 
(HIR/RBg). (Hardinanto, 2016). Dimulai dengan munculnya fotokopi sampai dengan 
dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik. 
Perkembangan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan 
dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan 
digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Baik HIR/RBg maupun peraturan 
lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen/data 
elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di 
Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat 
bukti. Sementara dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik 
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(dianggap sebagai alat bukti) seperti misalnya data/dokumen elektronik yang dikaitkan 
dengan tanda tangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat 
bukti surat, pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, di samping bukti-
bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximili, CCTV, bahkan 
sistem layanan pesan singkat (short massage system/sms). 
Hukum pembuktian yang berlaku saat ini, secara formal belum mengakomodasi 
dokumen elektronik sebagai alat bukti, sedangkan dalam praktiknya di masyarakat 
melalui transaksi perdagangan secara elektronik, alat bukti elektronik sudah banyak 
digunakan, terutama dalam transaksi bisnis modern. Sementara itu dalam hukum 
pembuktian perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa 
hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan pembuktian dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja (Sugiarto, 
2016). 
Sampai saat ini alat bukti yang diatur dalam undang-undang adalah surat, saksi, 
persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan 
saksi ahli, dan secara khusus media elektronik yang menyimpan dokumen perusahaan 
(menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan) seperti 
microfilm dan media penyimpan lainnya yaitu alat penyimpan informasi yang bukan 
kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen 
yang dialihkan ke dalamnya (Sanyoto, Maryono & Bintoro, 2013). 
Semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat 
digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk 
memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen elektronik 
tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Bukti elektronik baru 
dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan 
hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat 
dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan 
suatu keadaan (Hasanah, 2016). 
Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa 
informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Dengan 
belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara 
perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa 
apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti atau mengajukan 
pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, karena belum ada aturannya. 
Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta 
memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih 
undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. 
Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 10 (1) Undang Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan 
(hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan 
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kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada (Wijayanta & 
Firmansyah, 2011). Karenanya hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan 
memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada undang-
undangnya, untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum. Selanjutnya Pasal 5 
(1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan 
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekalipun undang-undangnya tidak jelas atau 
tidak ada, namun hakim harus berupaya menemukan hukumnya, karena hakim 
memutus perkara berdasarkan hukum yang terdiri dari hukum tertulis (undang-
undang) dan hukum tidak tertulis (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat). 
Mengenai masalah dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan yang sampai 
saat ini belum diatur secara formal, tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak 
menyelesaikan sengketa yang alat buktinya berupa bukti elektronik, karena pada 
dasarnya hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan 
kepadanya dengan dalih belum ada pengaturan hukumnya (Prasetyo, Ohoiwutun, Y& 
Halif, 2018). Selain itu hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum 
(rechtsvinding) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk 
menyelesaikan sengketa. Terkait dengan kewajiban hakim untuk melakukan penemuan 
hukum, maka terhadap hasil print-out dari mesin faximili (dikenal dengan fax) yang 
banyak digunakan dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yang 
singkat, demikian pula dengan microfilm atau microfische yang digunakan untuk 
menyimpan data, apakah dapat dianggap sebagai/ dipersamakan dengan alat bukti 
tertulis  
B. Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai 
alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE 
ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU 
ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil 
cetaknya Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah 
dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU 
ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan 
suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan 
hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat 
bukti di muka persidangan. 
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu 
sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.10 
Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang 
dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik 
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, 
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga 
menerangkan suatu keadaan. 
Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan 
dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum 
UU ITE. Jadi bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah 
menurut hukum.  Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam 
Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik 
yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat 
yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan Surat beserta 
dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil 
atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 UU ITE tersebut, maka apabila para pihak hendak 
membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum 
dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akte di bawah 
tangan maupun akte otentik. 
Adapun contoh perjanjian yang bersifat formil diantaranya adalah: Perjanjian 
Perdamaian, vide Pasal 1851 BW; Perjanjian Hibah, vide Pasal 1682 BW; serta, 
Perjanjian jual-beli dengan obyek tanah, semisal, Akta jual-beli sebidang tanah, vide 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Dalam rangka pembuatan suatu perjanjian atau transaksi elektronik yang dituangkan 
dalam bentuk dokumen elektronik, maka keabsahan suatu dokumen elektronik tersebut 
di dalamnya juga harus memuat sebuah tandatangan dalam bentuk elektronik, hal ini 
sesuai dengan pengaturan tentang unsur-unsur terpenting dalam pembuatan akte, yang 
diatur di dalam Pasal 1867 BW jo. Pasal 1874 BW, dan syarat sahnya perjanjian yang 
diatur di dalam Pasal 1320 BW. Selanjutnya, ditentukan bahwa sebuah Tanda Tangan 
Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE, yaitu: 
1) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada para Penanda 
Tangan; 
2) data pada pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan 
elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
3) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 
penandatanganan dapat diketahui; 
4) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan 
Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 
Penandatangannya; 
6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah 
memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. 
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Berkenaan dengan keotentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat 
diperbedakan sesuai dengan faktanya sebagai berikut: Pertama, jika tandatangan 
elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka 
dapat langsung diakui keasliannya. Selanjutnya, ditentukan dalam Pasal 12 ayat 2 UU 
ITE bahwa setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban 
memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Jadi, pasal 12 
ayat (2) UU ITE, jika kedua belah pihak sepakat dan menandatanganinya adalah sah 
menurut hukum. 
Adanya suatu penandatanganan secara elektronik tersebut terkait dengan persyaratan 
secara umum keotentikan suatu alat bukti, yaitu: Pertama, Keotentikan secara materiil 
yaitu kejelasan syarat subyektif dan obyektif, terkhusus, kecakapan bersikap tindak, 
jelas waktu dan tempat, Confidentiality, dapat ditelusuri kembali, terjamin keutuhan 
data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai atau sama dengan copy-nya, yaitu 
salinan akta dan/atau kutipan akta. Kedua, keotentikan secara formil yaitu: Sesuai 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu, 
pembacaan, yaitu apakah yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu pembacaan, 
pencantuman waktu, yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (time-
stamping), keamanan dokumen beserta subtansinya, yaitu apakah historical data 
terhadap dokumen akta sudah jelas, pemeliharaan log atau journal-notaris (protokol 
notaris), yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik. 
C. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam hukum 
pembuktian di Indonesia 
Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang 
dibuat di atas kertas, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menurut penulis dipandang perlu 
untuk memahami kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat) sebagaimana yang 
tercantum dalam KUH Perdata (Yusandi, 2019). Kekuatan pembuktian dokumen 
elektronik yang secara tegas diakui, dan disetarakan dengan dokumen yang dibuat di 
atas kertas, sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dokumen 
elektronik yang dapat dialihkan kedalam beberapa bentuk atau dicetak dalam bentuk 
print out sehingga, dipersamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas (Wajyudi, 
2012) 
Dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam praktik hukum acara perdata, dikategorikan 
sebagai alat bukti tertulis (surat). Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktik perkara 
perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama. Sudikno Mertokusumo 
membagi alat bukti tertulis (surat) ke dalam 2 (dua) kategori bentuk yakni, surat yang 
merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Lebih lanjut dikemukakan 
oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni 
akta autentik dan akta bawah tangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pembuktian perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang 
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bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, serta dibuat oleh dan/atau dihadapan 
pejabat umum yang berwenang. 
Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta autentik merupakan bukti 
sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap adanya cacat formil yang 
terkandung dalam sebuah akta autentik, maka kekuatan pembuktian yang melekat 
tersebut, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan. 
Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik meskipun bersifat sempurna, 
dan mengikat bagi kedua belah pihak tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan 
adanya bukti lawan. 
Pemahaman atas perbedaan keotentikan alat bukti secara konvensional dengan secara 
elektronik yaitu: pertama tanpa harus dibuktikan; kedua, jika tandatangan elektronik 
belum dapat terpercaya dan ada salah satu pihak yang tidak mengakui, maka pengadilan 
harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga 
hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli 
forensik, untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem 
(Pasal 1877 BW); ketiga, jika tandatangan elektronik terpercaya dan telah terakreditasi 
dan para pihak mengakui, maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa harus 
dibuktikan; keempat, jika tandatangan elektronik telah terakreditasi dan ada salah satu 
pihak yang tidak mengakui, maka pihak yang tidak mengakui harus dapat membuktikan 
bahwa telah ada pemalsuan atau kesalahan prosedur. 
Di dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen 
elektronik dapat beragam, yaitu: ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen 
elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam 
Hukum Acara; namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai 
alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah 
keyakinan hakim. 
Apabila berpatokan pada pendapat yang pertama, maka dokumen elektronik dapat 
disamakan dengan alat bukti akte di bawah tangan, dimana akte di bawah tangan yang 
diakui oleh para pihak mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil, 
sedangkan pembuktian keluar tidak memiliki kekuatan kecuali akte di bawah tangan 
yang didaftarkan pada seorang pegawai umum. 
Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan pembuktian Formal, yaitu apa 
yang tertuang ke dalam akte memang diucapkan oleh para pihak, sedangkan Materiil, 
yaitu apa yang diucapkan para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun 
demikian, dalam praktek di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, ada beberapa 
hakim yang berpendapat bahwa dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan alat 
bukti surat, dan apabila dokumen elektronik tersebut, misalnya dalam bentuk facebook, 
yang kemudian dapat di download dan dicetak (print-out). Namun, dapat juga dokumen 
elektronik dapat dipersamakan dengan persangkaan, apabila dokumen elektronik 
tersebut, misalnya dalam bentuk email yang diterima, yang sebelumnya sudah didukung 
oleh 2 (dua) alat bukti yang lain. Jadi, alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti 
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petunjuk atau bukti surat sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Pendapat tersebut telah 
dituangkan dalam suatu putusan yang pernah dijatuhkan oleh hakim yang telah 
bersangkutan atas suatu perkara perselingkuhan dengan menggunakan suatu alat bukti 
berupa Short Message Service atau SMS, yang kemudian SMS tersebut ditransformasikan 
menjadi sebuah printout, yang pada akhirnya dianggap sebagai alat bukti surat.  
Demikian juga dalam perkara yang lain, ketika seorang suami memergoki istrinya 
sedang berkirim e-mail dengan pria lain yang isinya tidak semestinya, yang kemudian 
oleh hakim e-mail tersebut dianggap sebagai alat bukti persangkaan. Dalam rangka 
penggunaan dokumen elektronik, maka yang perlu dipahami adalah bahwa UU ITE 
melarang perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 sampai 
dengan Pasal 37, yang menentukan bahwa jika terjadi penyalahgunaan dalam 
penggunaan teknologi informasi, terkhusus dokumen elektronik, yang merugikan bagi 
pihak lain, dapat digugat atau dituntut baik secara keperdataan maupun kepidanaan, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, Pasal 39, serta Pasal 45 sampai dengan Pasal 
52 UU ITE.  
Selain itu tugas dan peranan hakim dalam menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat 
dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, boleh dikatakan masih sangat 
beragam (Djanggih & Hipan, 2018). Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti 
elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti 
baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara 
tegas dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang 
menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alaat bukti 
permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan 
alat bukti lain. 
Dalam transaksi elektronik yang berlangsung dengan menggunakan media elektronik, 
transaksi dilakukan tanpa tatap muka di antara para pihak. Bukti atas transaksi yang 
dilakukan tersimpan dalam bentuk dokumen atau data elektronik yang terekam dalam 
sistem penyimpanan dokumen di komputer. Mengenai alatalat bukti dalam transaksi 
elektronik, Michael Chissick dan Alistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian 
yang dibuat oleh komputer, yaitu: 
1. Real Evidence (bukti nyata). Real evidence atau bukti nyata meliputi hasil rekaman 
langsung dari aktivitas elektronik seperti rekaman transaksi, kalkulasi-kalkulasi 
atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian 
software dan penerima informasi dari devise lain seperti yang built-in langsung 
dalam komputer atau remote sender. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi. 
Jika sebuah komputer bank secara otomatis mengkalkulasi (menghitung) nilai 
pembayaran pelanggan terhadap bank berdasarkan tarifnya, transaksi transaksi 
yang terjadi dan credit balance yang dikliring secara harian, maka kalkulasi ini akan 
digunakan sebagai sebuah bukti nyata. 
2. Hearsay Evidence (bukti yang berupa kabar dari orang lain). Termasuk pada hearsay 
evidence adalah dokumen-dokumen atau data yang diproduksi oleh komputer yang 
merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukkan) oleh seseorang ke 
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dalam komputer. Cek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah 
rekening bank juga termasuk hearsay evidence. 
3. Derived Evidence merupakan informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata 
(real evidence) dengan informasi yang dimasukkan oleh seseorang ke komputer 
dengan tujuan untuk membentuk sebuah dokumen atau data yang tergabung. 
Contoh dari derived evidence adalah tabel dalam kolom-kolom harian sebuah 
statement bank karena tabel ini diperoleh dari real evidence (yang secara otomatis 
membuat tagihan bank) dan hearsay evidence (check individu dan entry 
pembayaran lewat slip-paying in). 
 Dengan dilakukannya ketiga pendekatan tersebut terhadap bukti elektronik maka akan 
membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari 
dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan 
adalah sifat integrity. Sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tanda tangan 
elektronik untuk mengesahkan dokumen tersebut. Alat bukti tulisan dalam hukum acara 
perdata merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau 
sengketa perdata. Berkenaan dengan bukti surat, dalam hukum acara perdata dibagi lagi 
dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta 
otentik dan akta di bawah tangan. 
Undang-Undang Dasar 1945 yang  mengamanatkan Indonesia sebagai negara hukum 
yang bertujuan menciptakan suatu keteraturan dengan memelihara ketertiban umum 
serta berupaya mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan “bangsa Indonesia 
mengidamkan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan 
cara wajar dan berperikemanusiaan sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan 
ketentraman diseluruh negeri”. Berbeda halnya dengan Pemikiran Immanuel Kant yang 
mengatakan bahwa tujuan negara hukum hanya sekadar untuk menegakkan keamanan 
dan ketertiban dalam masyarakat (negara dalam arti formal). Negara hukum yang 
dianut Indonesia sejalan dengan konsep negara hukum modern atau negara hukum 
dalam arti materil yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, 
dimana negara harus aktif dan cepat dalam mengatur serta menangani setiap lapangan 
atau bidang kehidupan warga negaranya. Hal tersebut semata-mata bertujuan untuk 
mensejahterakan rakyat. Negara hukum dalam konsep ini sering disebut dengan negara 
kesejahteraan (welfare state). 
Dalam mewujudkan supremasi hukum sebagai ciri dari negara hukum diperlukan 
pembangunan hukum. Pembangunan hukum dalam arti luas meliputi segala aspek 
kehidupan masyarakat, dalam pengertian pembangunan hukum tidak semata 
menyangkut kaidah atau norma hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan, 
melainkan juga meliputi lembaga dan proses. Oleh karenanya pembangunan hukum 
tidak semata mengenai hukum materil, tetapi juga hukum formal (hukum acara). 
Pembangunan hukum merupakan salah satu aspek dalam pembangunan masyarakat. 
Peranan hukum dalam pembangunan yaitu untuk menjamin bahwa perubahan itu 
terjadi dengan cara teratur, yang dimana perundang-undangan atau keputusan 
pengadilan, membantu keteraturan dalam perubahan agar dapat terlaksana secara 
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tertib. Karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan dari masyarakat 
yang sedang membangun.  
Fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan 
warganya dan hubungan antar manusia, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan 
dengan lancar dan tertib, sedangkan tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian 
hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat (Efa 
Laela,2017:156) 
Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau 
kaidah-kaidah yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram 
didalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan serta 
dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu maka kaidah-kaidah hukum tersebut 
harus duketahui sebelumnya dengan pasti. 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kepastian hukum dan keadilan 
adalah dua faktor yang saling menunjang didalam mempertahankan keseimbangan 
antara kelentingan-kepentingan didalam masyarakat. Hal ini penting sekali bagi suatu 
negara yang sedang melakukan proses pembangungan, seperti Indonesia. Di dalam 
negara yang sedang membangun diperlukan ketertiban dalam proses perubahan. Salah 
satu aspek dalam pembangunan hukum nasional adalah pembentukan hukum yang 
dengan sendirinya hukum yang dibentuk adalah hukum nasional. Sebagaimana telah 
diuraikan terdahulu, hukum nasional memiliki makna yang berbeda dari hukum positif, 
pengertiannya lebih kearah ius constituendum yang itu hukum yang dicita-citakan oleh 
masyarakat Indonesia. 
Permasalahan dalam pembangunan nasional antara lain adalah masih banyaknya 
peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesejahteraan, 
dan penghormatan serta perlindungan terhadap. Hak asasi manusia; terjadinya 
tumpang tindih peraturan perundang-undangan; belum ditegakkannya hukum secara 
tegas, adil dan tidak diskriminatif; serta belum dirasakannya putusan hukum oleh 
masyarakat sebagai suatu putusan yang adil dan tidak memihak melalui proses yang 
transparan(Efa Laela, 2017:157). 
Menurut Lili Rasjidi (Efa Laela, 2017:157) Strategi pembentukan hukum nasional 
dibidang perdata saat ini adalah kodifikasi parsial, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya 
berbagai produk hukum seeprti undang-undang tentang Perseroan Terbatas, tentang 
Perkoperasian, tentang Perkawinan dan tentang Pokok-Pokok Agraria. Pembentukan 
hukum dewasa ini dilakukan secara parsial dengan cara mengatur bagian-bagian 
tertentu (tidak secara menyeluruh) sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat, 
sehingga seringkali undang-undang yang baru tersebut tidak berumur panjang dan 
harus diubah kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. 
Pembentukan hukum secara parsial yang banyak dilakukan saat ini memberikan 
implikasi yang tidak baik terhadap sistem hukum yang berlaku, misalnya timbulnya 
disharmonisasi diantara berbagai peraturan yang ada serta terjadinya tumpang tindih 
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antara peraturan yang satu dengan lainnya, atau suatu peraturan menimbulkan 
multitafsir. 
Masalah yang sering dihadapi yaitu adanya disharmonisasi antara berbagai undang-
undang, contoh misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, tepatnya pada Pasal 3 yang berbunyi “Pengadilan tidak 
berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian 
arbitrase”. Kemudian Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan Negeri wajib menolak 
Dan tidak campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 
melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang”. 
Hal tersebut bertentangan dengan bunyi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh 
untuk menolak dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih 
hukumny tidak jelas atau kurang jelas. 
Masalah juga timbul akibat pengaturan secara parsial, misalnya pengaturan tentang hak 
tanggungan atas barang-barang tidak bergerak, dalam BW objek ini masuk kedalam 
pranata hipotek, sedangkan undang-undang baru tentang hak tanggungan hanya 
mengatur mengenai tanah mengenai tanah dan benda-benda di atasnya. Akibatnya hak 
tanggungan atas kapal yang juga diatur dalam ketentuan hipotek masih menggunakan 
BW sebagai dasar hukum. 
Contoh lain dalam lingkup acara perdata, tentang kekuasaan Kehakiman sudah diatur 
dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tetapi tidak mengatur tentang prosedur 
banding, mengenai prosedur banding dalam perkara perdata masih diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Acara Banding untuk wilayah Jawa dan 
Madura, serta RBg untuk wilayah luar jawa dan Madura. Oleh karenanya sampai saat ini 
pengaturan tentang hukum acara perdata masih bersifat pluralisme. 
Permasalah hukum yang menonjol di Indonesia adalah mengenai pembinaan hukum. 
Pembinaan hukum diartikan sebagai perkembangan hukum kearah pembentukan suatu 
tata hukum nasional, oleh karena setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus 
mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang public maupun perdata yang 
mencerminkan kepribadian jiwa maupun pandangan hidup bangsa tersebut. 
Hal-hal yang menyangkut pembinaan suatu tata hukum nasional telah banyak menarik 
perhatian terutama di bidang keperdataan yang berlaku aneka macam kelompok-
kelompok hukum, hal ini mendatangkan kesulitan yang tidak sedikit. Pembinaan hukum 
diarahkan pada hukum tertulis yang dikodifisir dan bersifat seragam. 
Menurut Lili Rasjidi, saat ini dalam membentuk hukum (membuat undang-undang) di 
Indonesia sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, harus dilakukan dengan cara 
kombinasi antara top down (perintah dari atas/pemerintah) dan buttom up (aspirasi 
dari bawah/masyarakat atau melalui putusan hakim dalam penyelesaian sengketa), 
yang bentuknya dibuat secara tertulis dan isinya mencerminkan living law guna 
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. 
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Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, alat bukti mengalami 
perkembangan dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi/data atau 
dokumen elektronik, yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik. Sebagaimana 
telah dikemukakan diatas bahwa pengakuan terhadap informasi elektrnik/dokumen 
elektٱornik sebagai alat bukti masih dipertanyakan validitasnya. 
Untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan menyikapi pentingnya keberadaan 
undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya, khususnya yang mencakup hukum 
formal, dalam hal ini hukum acara perdata, maka dalam upaya pemerintah untuk 
melakukan pembaruan hukum acara perdata melalui penyusunan rancangan undang-
undang hukum Acara perdata hendaknya berorientas pada transaksi elektronik 
berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 
Dalam upaya pembaruan hukum ini, perlu diingat sifat dari hukum acara yang 
merupakan hukum formal yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan, dan mengikat bagi semua pihak serta tidak dapat 
disimpangi, karenanya hukum acara mempunyai sufat publik. Oleh karena itu, demi 
kepastian hukum maka hukum acara sebaiknya berbentuk kodifikasi yang sifatnya 
unifikasi, dengan demikian dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak. Hal ini 
sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Surjono Soekanto bahwa pembinaan 
hukum saat ini diarahkan pada hukum tertulis yang dikodifikasi dan bersifat seragam. 
Prinsip utama yang menjadi dasar system hukum Civil Law ialah hukum memperoleh 
kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk 
undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi 
tertentu. Prinsip dasar ini dianut dengan mengingat nilai utama tujuan hukum dalam 
sistem hukum ini adalah kepastian hukum. 
Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan 
diperbarui, hendaknya tidak ditentukan secara limitative namun diatur/dirumuskan 
dalam norma yang sifatnya umum (blanket norm) atau bersifat terbuka, sehingga dalam 
jangka panjang dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti dimasyarakat. Seperti 
alat bukti elektronik, baik berupa dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti 
maupun barang bukti. Demikian halnya pemeriksaan saksi dengan menggunakan 
teleconference, sekalipun tidak disebutkan secara limitative dalam pengaturannya, 
namun dapat diterima sebagai bukti di persidangan. 
Kalua dicermati pada pengaturan pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang 
Hukum Acara Perdata (RUU KUHAPerdt yang sampai saat ini masih dalam proses 
penyempurnaan, melalui rancangan Pasal 83 RUU KUHAPerdt. telah merencanakan 
untuk mengatur pembuktian ini secara terbuka. Hal ini dapat dilihat dari bunyinya 
dalam ayat (1)nya menyebutkan bahwa “Pembuktian dapat dilakukan dengan semua 
alat bukti kecuali undang-undang menentuka lain”. Lebih lanjut dikatakan dalam ayat 
(2) bahwa, “Penilaian terhadap pembuktian diserahkan pada hakim, kecuali undang-
undang menentukan lain”. Pasal tersebut tidak secara tegas mengatur atau 
menyebutkan mengenai bukti elektronik atau pembuktian dengan menggunakan bukti 
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elektronik, mengenai hal ini hanya tersirat saja dalam pengaturan alat bukti secara 
terbuka. 
Terkait hal tersebut diatas, sebaiknya pembentukan hukum (formal) mengenai bukti 
elektronik secara eksplisit hendak dilakukan guna menyikapi pentingnya keberadaan 
undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya sehingga dapat berorientasi pada 
transaksi elektronik serta berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
Seharusnya guna tercapai kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan 
harus jelas dan tegas mengatur dan memberi batasan tentang objek (hal) yang 
diaturnya. Ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas tersebut harus bersifat 
umum (berlaku umum), karena kepastian hukum mengaharuskan diciptakannya 
peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum. Agar tercipta 
suasana aman dan tenteram didalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut 
(Efa Laela, 2017:161) 
Adanya kepastian hukum tidaklah semata secara pasti terwujud dalam bentuk 
peraturan tertulis (undang-undang) saja, tetapi dapat pula terwujud di dalam 
keputusan-keputusan pengadilan. Pengambilan keputusan didasarkan pada hukum 
acara sebagai hukum formal, karenanya pengaturan tentang hukum acara haruslah jelas 
dan tegas sehingga terwujud kepastian hukum melalui putusan hakim dalam 
menyelesaikan sengketa. Hal ini dengan mengingat hukum acara perdata mempunyai 
sifat mengikat dan memaksa bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. 
Kodifikasi dapat diartikan sebagai pengumpulan bahan-bahan hukum yang sejenis 
dalam suatu kitab undang-undang secara lengkap dan menyeluruh oleh pembentuk 
undang-undang. Namun demikian, dalam membentuk undang-undang baik secara 
parsial maupun secara kodifikasi, sebaiknya ada pengaturan norma yang sifatnya umum 
(blanket norm) yang bertujuan menjaga agar undang-undang tersebut lebih lentur dan 
dapat berumur panjang. Begitu juga halnya dengan dokumen elektronik dan keluaran 
dokumen elektronik lainnya serta pemeriksaan saksi melalui teleconference sebagai 
alat bukti yang sebaiknya diatur secara tegas dan jelas perumusannya sehingga dapat 
memberikan kepastian hukum. Hal ini sejalah dengan pendapat Bagir Manan mantan 
Ketua Mahkamah Agung bahwa “untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, suatu 
peraturan perundang-undangan selain harus memiliki syarat-syarat formal, harus pula 
memenuhi syarat lain. Diantaranya yaitu harus jelas dalam perumusannya”. 
Dengan dicantumkannya pengaturan alat bukti elektronik secara tegas didalam Hukum 
Acara Perdata, diharapkan hakim dapat memeriksa perkara yang menggunakan bukti 
elektronik sebagai alat bukti sampai tuntas, sehingga diharapkan kepastian hukum 
dapat diperoleh melalui keputusan hakim guna memberikan rasa adil bagi masyarakat. 
Oleh karena keadilan dapat tercapai atas dasar kepastian hukum yang diterapkan pada 
peristiwa-peristiwa tertentu, atau sebaliknya suatu kepastian hukum tercapai atas dasar 
keadilan. 
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KESIMPULAN 
Dokumen elektronik ataupun penggunaan alat elektronik lainnya sebagai alat bukti bila 
dihubungkan dengan hukum acara perdata sebagai hukum formal belum diatur secara 
eksplisit. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran 
hukum materil saja, antara lain Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Pada praktek peradilan saat ini kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih 
sebagai alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal 
pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu 
didukung dengan keterangan saksi ahli. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan 
kepada pertimbangan hakim.  
 
SARAN 
1. Pemerintah hendaknya dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik 
dan hasil-hasil teknologi lainnya secara eksplisit, mengengingat hal tersebut sudah 
seringkali digunakan dalam praktik peradilan. Sehingga sudah waktunya diatur dan 
dirumuskan secara normatif dalam hukum acara perdata yang bersifat mengikat 
dan harus diikuti guna memenuhi kebutuhan prakti peradilan demi tercapainya 
ketertiban hukum dan kepastian hukum. 
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai alat bukti elektronik kepada seluruh masyarakat 
Indonesia yang mana pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang 
lebih intensif mengenai telah diterimanya bukti elektronik dalam hukum acara di 
Indonesia, baik itu yang dilakukan terhadap aparat hukum maupun masyarakat luas 
agar penegakan hukum dapat tercapai. 
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